
BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 01 TAHUN 2021 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 202 1

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang i a.

Mengingat : 1.

b.

C.

d.

BUPATI KARO,

lahwa penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Karo -Tahun Anggaran 2o2t telah ditetapkin dengan
Peraturan Bupati Nomor o1 Tahun 2o2l tentang penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 202-1;
bahwa sesuai dengan ketentuan BAB VI liuruf D Lampiran peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2A2A tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran yang
menyebabkan perrrbahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan
APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada
pimpinan DPRD;
bahwa sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor t7lp[K.or/2o2|
tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun
Anggaran 2o2l Dalam Rangka Mendukung penanganan pandemi
corona virus Disease 2ol9 (covid-19) dan Dampaknya, dipandang
perlu melakukan penyesuaian alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana
Desa Tahun Anggaran 2O2l;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang
Pembahan atas Paraturan Bupati Nomor 01 Tahun zozt tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
202t;

undang-undang Drt Nomor 7 Tahun 19s6 tentang pembentukan
Daerah otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Utara (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 58, Tamba]ran Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor LA92l;
undang-undang Nomor 17 Tahun 2oo3 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oog Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2s6l;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor s, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
undang-undang Nomor 15 Tahun 2oo4 tentang pemeriksanaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aaOO);

5. Undang-Undang...

2.

3.

4.



5. undang-undang Nomor 33 Tahun 2oo4 tentang perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran 

_ 
Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor L26,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaz$;6. undang-undang Nomor 28 Tahun zoag tentang pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik tnEonesia Tahun 2OOgNomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3569);

7. undang-undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2olt Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah deirgan Undang-
undang Nomor 15 Tahun 2oL9 tentang perubahan 

"t " undang-
Undang Nomor L2 Tahun 2oll tentang Pembentukan peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun
2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oL4 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ssgTi
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja (Lembaran Negaia
Republik Indonesia Tahun 2a2a Nomor 24s, ?ambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 65Z3);

9. Peraturan Pemerintah Nomor ss Tahun 2o0s tentang Dana
Perimbangan (Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor
137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aSZSI;

10. Peraturan Pemerintah Nomor Tt rahun 2010 tentang standar
Akuntansi Pemerintahan (Lrmbaran Negara Repubtik Indonesia Tahun
2O1O Nomor L23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

ll.Peraturan Pemerintah Nomor 1,2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1g
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

12. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2O2A tentang Rincian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2a2t pembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 2661;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 201s tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l2o Tahun 201g tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2O1S
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL9 Nomor lSTl;

14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2o2o tentang
Pedoman Pen5rusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerafi
Tahun Anggaran 2021. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O
Nomor 888);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor TT Tahun 2o2o tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2A Nomor LTSll;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah
Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor O5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Karo Nomor O3);

17. Peraturan...



17. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor O1 Tahun 2021 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah rahun Anggaran 2o2L
(Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2O2l Nomor O1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 01);

18. Peraturan Bupati Karo Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo
(Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2015 Nomor 37);

19. Peraturan Bupati Karo Nomor OL Tahun 2O2L tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun
Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2O2l
Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 01 TAHUN 2O2L TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2O2L tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2L (Berita Daerah
Kabupaten Karo Tahun 2O2l Nomor O1) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

a. Pendapatan
1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan
3. Dana lain-lain

daerah yang sah
pendapatan

JumIah
Rp. 52.315.800.00O,0O

Pendapatan Rp. 1.336.449.239.906,00
b. Belanja

1. Belanja Operasi Rp. 927.521.113.885,00
2. Belanja Modal Rp. 156.109.260.019,00
3. Belanja Tidak Terduga Rp. 2.000.000.000,00
4. Belanja Transfer Rp. 275.5OO.92O.STS,OO

Jumlah Belanja Rp.
Surplus/(defisit) Rp.

1.361 .t3L.294.479,OO
(24.682.A54.573,00)

c. Pembiayaan
1. Jumlah Penerimaan Pembiayaan
2. Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

Pembiayaan Netto
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan

Pasal 1

Rp. 102.340.958.274,OA
Rp. 1. 181 .792.481.632,00

Rp. 24.682.O54.573,00
Rp. 0,OO
Rp. O,0O
Rp. 0,OO

2. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Lampiran IV diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan Lampiran V diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II...
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